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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
  

 4. Pendapat Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, di dalam al-Itqân wa 
al-Ihkâm, Jilid II, halaman 105: 

إِنْ  
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ْ
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َ
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ْ
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قِيَمِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ. 
ْ
 ال

Artinya: Sesungguhnya setiap orang yang melakukan 
pengrusakan, ia wajib menanggungnya, dan dituntut untuk 
menggantinya. Jika sesuatu yang rusak itu benda yang ada 
kesamaannya, maka ia mengganti dengan benda yang sama. 
Dan jika sesuatu yang rusak itu benda yang hanya dapat 
diketahui nilai harga, maka ia menggantinya dengan nilai 
harganya. 

 

 5. Pendapat ‘Âli Haidar di dalam Durar al-Hukkâm, Jilid II, 
halaman 597: 

ِ حَالٍ.  
ل 
ُ
ى ك

َ
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َ
ت
ْ
 يُش

َ
وَلَ
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َ
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يًا أ ِ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ف

َ
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ْ
لِْت

ْ
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َ
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.
َ
لَ

َ
 ف

Artinya: Pengrusakan secara langsung dalam kondisi apa pun 
mewajibkan untuk menanggung kerusakan meskipun dilakukan 
tanpa gegabah atau tanpa sengaja. Adapun pengrusakan 
karena suatu sebab, wajib menanggungnya jika faktor 
penyebab dilakukan dengan gegabah atau sengaja. Dan jika 
dilakukan tidak gegabah dan tidak sengaja, maka tidak ada 
kewajiban menanggungnya. 

 6. Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II  Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

 7. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan 
Ramah Lingkungan. 

 8. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa 
Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. 

  9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang 
berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. 

  10. Hasil diskusi dan kunjungan lapangan Tim Komisi Fatwa 
bersama para pegiat lingkungan hidup mulai tanggal 9 Juni 
sampai 3 September 2023.  

  11. Pendapat, saran, dan masukan peserta rapat yang berkembang 
dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 30 September 2023. 

  12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat 
Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 10 November 2023 M./26 
Rabi’ul Akhir 1445 H. 
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